BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN P
ELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KuDUS,

'mbang :a. bahwa guna memberikan pedoman dalam rangka kelancar?n
i penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belania
Daerah Kabupaten Kudus, perlu disusun Pedoman Penatausahaan

Pelaksanaan  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kudus:

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 2,
perlu menetapkan Peraturan Bupati ;

ngiﬂgat - 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
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undang-Undang g
Daerah (Lembaran N:g;,gz Tahyp 2004 tentang Pemerintahan
125, Tambahan Lt’-‘mbaranRep”b*ik Indonesia Tahun 2004 Nomor
4437) sebagaimang teigp, 1, *92™@ Republik Indonesia Nomor
Undang Nomor 12 Tah:n 2bebe'apa kali diubah dengan Undang-
No. 32 Tahun 2004 tent o tentang Perubahan kedua atas UU
Negara Republik Indo"GSiangTa eMerintahan Daerah (Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonggiazlgggquzm) R
r ;
Undang-Undang Ngo
Keuangan Antgra P?n(:;r'?’ hun 2004 tentang Perimbangan
(Lembaran Negara Rep, 8 Dan Pemerintahan Daerah
Tambahan Lembaran Ng Tahun 2004 Nomor 126,

Peraturan Pemerintah

Penyelenggaraan Jaga Kc::\Osrt?Slr(si 2(8 Iahun 2000 tentang
' em :

Indonee_;la Tahun. 2000 Nomor 65, Tambaﬁran LNegara Republik

Republik Indonesia Nomcr 3957): an Lembaran Negara

Peraturan  Pemerintagh Nom

Penyelenggaraan_Pembinaan J:;a 30 Tahun 2000 tentang

- Konstruksi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tapy aran Neg
Negara Republik |ndonesi2 m\)o:l 35"5%3.6“' Tambahan Lembaran
Peraturan Pemerintah Ng
Protokoler dan Keuanga
Perwakilan Rakyat Dagrah
Tahun 2004 Nomor 90
Indonesia Nomor 4416)

(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tambghan Lembaran Negara Republik
sebagaimana telah beberapa kali diubah

.ranAPeme“"tah Nomor 21 Tahun 2007
ga Atas Peraturan p i
Tahun 2004 tentang n emerintah Nomor 24

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakil
(Lembaran Negara Republi crwakilan - Rakyat Daerah

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);



Paraturan Pemm,

Wah N
Kﬂpﬂdﬂ Daerah L OMmaor 57 Tﬂl ,
2005 Nomor 139 ®Mmbaran N 2005 tentang Hibah

Tambah 8 Republik Indonesia Tahun
; an 2 onesia |
Nomor 4577). Lembargp, Negara Republik Indonesin

47 Peraturan Pemerintah Omor 5g 1

m
Keushgan Taetah (1 ahun 2005 Pengelolaan
2005 Nomor 14( T( Mbaran tentang Pengelo

- Tambahgy, 7@ Republik Indonesia Tahun
PSR et Lembam“ Negara Republik Indonesia

16

48 Peraturan Pemerintap No
Penyusunan  dap en(;:;or 85 Tahun 2005 tentang Pedoman
(Lembaran Negara Repu pan

. Standar p sl
bl . elayanan Minima
Tambahan Lembaran, Ne X Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

ara Republik Indonesia Nomor 4585),
19. Peraturan Pemerintap, Nomor g
ng Mili Tahun 2
e 9 T;ﬁun“§§3ga’ Daerah  (Lompars, i
Republik Indonesig N Nomor 20, ambahan Leg}b:ran NZgara
Peraturan Pernerintah ?'Jrg:nro: 2%9 Sebagaimana diubah dengan
atas Peraturan Pemefintah Tahun 2008 tentang Perubahan

Pengelolaan Barang mjjj, Negara?rgg;rai ‘Tahun 2006 tentang

Urusan Pemerintahan antara ; .
Propinsi, Pemerintahan p emerintah, Pemerintahan Daerah

Negara Republik Indonesig Tahun 2
007 N
Lembaran Negara Repubjik Indonesia Nomorjr;;-;) ,82' Ll

22. Peraturan Pemerintah Nomey 39 Tahy
Uang Negara/Daerah (Lembarar N 2007 tentang Pengelolaan

Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan | i
Indonesia Nomor 473g) embaran Negara Republik

23. Keputusan Presiden Nomor g Tahun 200

Pelaksanaan  Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahyn 2003 Nomor 120, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesig Nomor 4330) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :

3 tentang Pedoman

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan
Material Daerah;
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aturan Menter
gzgoman Pe';:}e;:ollzja Neger, Nomor 13 Tahun 2006 tentang
diubah dengan perq, 4 193N Dagrah sebagaimana telah
2007 tentang Perub:t:an onteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
Nomor 13 Tahyn 20063t2 t a3 Peraturan, Menteri Dalam Negeri
Daerah; Ntang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Peraturan Menter; Dala :
26 . M Negeri
Pedoman Teknis PengeloIaangBar;;:gn;:noi|rik1[§a£‘::,:,;J " st
g7. Peraturan Menteri Dalam
Pedoman Penyygy,
Tahun 2009 :

Nan A Nege” Nomor 32 Tahun 2008 tentang

28. gg;it?:kg:el;ae}; Zﬁllblupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang
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Kabupaten Kudys Tahun 2
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K" PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN paN BELANJA DAERAH
| KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2

009
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksyq dengan -

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut p
Republik Indonesia yang meme
Negara Kesatuan Republik Ind

emerintah adalah Presiden
gang kekuasaan Pemerintahan
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Penyelenggaraan  Urusan

ah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prnsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesig sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Kudus.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut, DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus,
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- Kuasa Bendahara Umum Daerah y

yangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban dae:)af; dinilai
ke ka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang A
’an%an uang termasuk didalamnya segala bentuk kekay
b:?hubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

an yang

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan keg'atIaporan,

eliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,hpe
pertanggungiawaba"- dan pengawasan keuangan daeranh.

i a
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang Se,?irxtl;tf?;n
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pem?nerinfa
paerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Peh
paerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

iputi
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang melrlnp“ik
embukuan, inventarisasi, dan/atay pelaporan uang/barang
daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 577‘5
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah sela
pengguna anggaran/ pengguna barang

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah

. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

kepala daerah yang karena Jabatannya mempunyai kewenangan
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah

. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut

PPKD adalah kepala satyan kerja perangkat daerah yang
mempunyai  tugas  melaksanakan pengelolaan  Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara
Umum Daerah

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah

Pejabat Pengelo_la Keuangan Daerah yang bertindak dalam
kapasitas sebagai bendaharg umum daerah.

penggunaan anggaran untuk me|

_ aksanakan tugas okok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah ol g

yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat

e pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah

‘ ang selanjutnya disebut Kuasa
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan
sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
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. an
pPK-SKPD adalap, peja}tf:tu A"an s

. Bendahara Penerimag,

 Bendahara Pengeluaran a

24. Entitas Pelaporan agg|

26. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan K

pejabat Penatausah

j [ t
usaha keuangan Pada Mela yang selanjutnya disebu

n
Satuan Ke?’a aKsanakan fungsi dan tata

pejabat Pelaksana T4 is Keqi rangkat Daerah.
" adalah pejabat pagq i, c9i8tan ya, Selani _
melaksanakan sag, it kerja Satua 9 selanjutnya disebut PPTK

: oM atay g er;.a Perangkat Daerah yang
sesual dengan bidang tugasnya "aPa kegiatan dar; suatu program

Pejabat Pembuat ko:

Pengguna Anggarar?m}tmf” 2dalah Pejayt yang diangkat oleh

Gubermnur Bank Ingones: - °N90una Anggaran / Dewan
ara (BUMN ba (BI) impin B il

Neg ). ! Badan Usah SMimpin Badan Usaha Milik

pekerjaan, yang ber‘(ang e 8 Milik Daerah sebagai pemilik
barang / jasa . 9 Jawab atag pelaksanaan pengadaan

; adal ,
menyimpan, menyetorkap, o staf yang ditunjuk untuk menerima,

jawabkan uang pengqy a'taﬂer:g:r?r? h;lkan ven memgetanggung
Anggaran Pendapatan, d "N dalam rangka pelaksanaan
Perangkat Daerah N Belanja Daerah pada Satuan Kerja

. dalah staf o .
nyimpan, m yang ditunjuk menerima,
menyimp. embayarkan, Menatausahakan dan mémpeﬂanggung

i kan
jawabkan uang untyk keperluan belanja daerah dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pe :
Satuan Kerja Perangkat Dae::: patan dan Belanja Daerah pada

ah unit Pemerintahan yang terdiri atas satu

untangi Yang menurut ketentuan peraturan
wajib menyampaikan laporan
a laporan keuangan.

atau lebih entitas gk
perundang-undangan

pertanggungjawaban berup

erja Perangkat Daerah yang

melaksanakan satu atay beberapa program.

. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD

adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah yang
dipimpin oleh  Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam
rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang anggotanya terdiri Pejabat Perencana Daerah, Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan.

. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta
rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan




aran Satuan Kerja Pen h selaku
gendahara Umum Daerah gelola  Keuangan Daerd
merja.adala_h keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau
elah dicapal sehubungan dengan penggu;:rfgn an;garan dengan
kuantitas dan kualitas yang terykyr

ey
—_
=

i adalah perwujud ; . tu
Fungs! @ Judan tugas ke pemerintahan dibidang terten
© vang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pem angunan

g

3
intahan adalah : . . n
, Urusan pemerin adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang
¥ men adi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan
peme""taha? untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut
yan menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayan',
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

. program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat
”" paerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Satuan Kerja

pengelola Daerah.

34, Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai
pagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
peberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai
masukan/input untuk menghasilkan keluaran / output dalam bentuk

barang / jasa.

35. Sasaran / target adqlah hasil yang diharapkan dari suatu program
atau keluaran yang diharapkan dari suatu kebijakan.

36. Hasil / outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

37. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran

daerah.

38. Kas Daerah adalah aparat / Lembaga Keuangan daerah yang
melaksanakan pekerjaan menerima, menyimpan, dan pembayaran
atau penyerahan uang atau surat berharga untuk kepentingan

Daerah .

39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan
uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh

pengeluaran daerah pada Bank yang ditunjuk.

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Rekening Kas
Umum Daerah.
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erah adala}, Ua

umum Daerah 9 ya
"9 keluar dari Rekening Kas
Pendapatan Dagp,

; h agy)
ebagal penambgp oy '@h hg ;
sebag ah nilaj kekayaas bl?gi‘ﬁ”ntah daerah yang diakui
Belanja Daerah 44
: kewaii
sebagal Pengurang Nilaj kegaj;?:‘“bpemerintah daerah yang diakui
ersih
Surplus Anggaran Da .
: a
daerah dan belanj, daerarr:_ adalah Selisih lepi antara pendapatan
Defisit Anggaran Daerah ,

. dalg o
daerah dan belanja daerap, h selisih kurang antara pendapatan

Pembiayaan Daerap dal
kembali dan/atay pe. elﬁh Eslemua Penerimaan yang perlu dibayar

pada tahun anggaran akan diterima kembali, baik
anggaran berikutnya ] Srsangkutan Maupun pada tahun-'tahun

Sisa Lebih Perhitungan An

B . ANggaran - i
adalah selisih Iep;h realisas; penerir:::rgy :elanjutnya disebut SiLPA
selama satu periode anggaran an pengeluaran anggaran

Pinjaman Daerah adalah gg

p L Mua transakei n
daer_'cllhi E;?}nercljma S€jumlah yang ataua:féngi:g Pk il
bernila g dari plhak_ lain sehingga dae i mapfaat yang
untuk membayar kembgi rah dibebani kewajiban

yang dapat dinilai

AN erundang-
penanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yar?g sa?h.amg {ndangan,

kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang ti
dipenuhi dalam satu tahun anggaran yang tidak dapat

|nvesta§i adalah. Penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis S(_epertl bunga, deviden, royalti, Manfaat sosial dan/atay
manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan
pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksana Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen
pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.



50.

57.

58.

59.

60.

63.

65.

. Surat Perintah pPem, a

>. Surat  Perintah Pem

perangkat Daergp, -.Mdg penfbaha" Anggaran  Satuan Kerja
dokumen yang Memy tse'a"lumya 'sebut DPPA-SKPD adatah
pembiayaan yang digunakan;;,(fart;jbah~ " Ppendapatan belanja dan
anggaran oleh F’engguna Anggar:?]a' 3sar pelaksanaan perubahan
Anggaran Kas adalg

bersumber darj penenm::umen Perkiraan arus kas masuk yang
mengatur ketersediagp, na erkiraan arye kas keluar untuk
pelaksanaan kegjatgy, dalam SEﬁapypeggd :u Up guna mendanai
ja Tidak |
BeLi?tJiecara |~':1lf~1aggurs1unc§j o alah Belanja yang dianggarkan tidak
ter 9 dengap pelaksanaan Program dan kegiatan
Belanja Langsung adalg Belan; _ .
langsung dengan pelaksanaan iﬁgyang d'angg?fkan terkait secara

fam dan kegiatan,
Surat Penyediaan Da

Yang Selanjytn
dokumen yang Menyata

kan te g ¥a disebut spp adalah
b . rsedian a
kegiatan sebagai dasar Penerbitan Surat Pana o Melaksanakan

€rmintaan Pembayaran.
Surat Permintagn p

©Mmbayaran, y
adalah dokumen yang diterbitkqp,
jawab atas pelaksangap ki

mengajukan Permintaan pe

ang Selanjutnya disebut SPp
Kan oleh Pejabat yang bertanggung
eglatanlbendahara Pengeluaran yntuk
Mbayaran

bayaran Vang Persediagan ang selanjutnya
disebut SPP-yp adalah dokume yang selanjutny

_ N yang diajukan oleh bendahara
pengeluaran untyk Permintaan uang
pengisian kembalj (rev

. J Muka kerja yang bersifat
olving) yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran Iangsung.

\ bayaran Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disebuyt SPP.G

U adalah dokumen yang diaj
bendahara Pengeluaran untuk Permintaan pengganti uang
persediaan yang tiga dapat dilakukan dengan Pembayaran
langsung.

bendahara pengeluaran
persediaan guna melaksan
Daerah yang bersifat men
pembayaran langsung dan

tambahan uang

Kerja Perangkat
digunakan untuk

akan kegiatan Satuan
desak dan tidak dapat
uang persediaan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebyt SPM adalah
dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh _Pengguna

penerbitan  Surat
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o

- Surat Peringgp, M
disebut SPM.|yp eMmbaygy Uang p |
anggaran/ adalah doky 9 Persediaan

Perintah  pep . PeNgguna 4

BN yang diterbitkan oleh pengguna

alran p N90aran yntuk penerbitan Surat

Pelaksanaan ana  at

digunakan Sebaggigaran Satuan

uang Kerja Perang

Dersediaan
. Surat Perintah Me
disebut SPM-GU :(‘F?Var Gantj Uang Persediaa
anggaran untuk 3
beban Pengeluarg

Perangkat Daerah Umen Pelakg

S beban pengeluaran Dokumen

kat Daerah yang

untuk mendanai kegiatan.

n yang selanjutnya

tan €N Yang diterbitkan oleh pengguna
Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas
anaan Anggaran Satuan Kerja

uang persediaan ya:g t3|ada a7¥a dipergunakan untuk mengganti

n
h dibelanjakan,
- Surat Perintgh

: em
selanjutnya disebyt ;’GYar Tambahan Uang

-TU
pengguna_ anggaran/k sa p?ad

ran :
kebutuhan dananya Stian Ray

' e
persediaan yang telah dite

dokumen yang  diterbitkan

yang diterbitkan oleh Bendahara U

Bgrang milik daerah adalah semua
diperoleh atas beban Anggran Penda
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

barang

BAB II

Persediaan yang

alah dokumen yang diterbitkan oleh
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PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah
kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan
daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah ya
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Pasal 3

Sae::::]azszagrah Sel.aku koordinator pengelolaan keuangan

berkaitaned:galmana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a
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Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Bagian Pengelolaan Aset Daerah Sekretariat Daerah

Kabupaten Kudus.
PPKD dan atau pelaksana fungsi BUD dilaksanakan oleh Kepala
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Bupati atas usyl Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah menetapkan Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran  yntuk melaksanakan  tugas
kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran SKPD.

Bendahara Penerimaan dan atau Bendahara Pengeluaran dalam
melaksanakan tugasnya dapat dibanty oleh Bendahara

Penerimaan Pembantu dan atau Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

BAB I
PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH

Pasal 5

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik
daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan
pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.

Dalam melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Bupati dibantu oleh:
a. Sekretaris daerah selaku pengelola barang daerah;

b. Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah selaku pembantuy
pengelola;
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KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
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Pasal 8

Peraturan Bupati in; Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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